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Abstract

The purpose of this research is to explain the meaning of Fatwa and Qada,
how are the similarities and differences between fatwa and gada and their
implementation in Indonesia, and to explain how the wisdom of fatwa and gada
is. This research is qualitative, the type of research is library research and
uses phenomenological and normative approaches. The results showed that;
1) The word fatwa comes from Arabic, which means the answer to what is the
problem of syarak or legislation. The word Qada comes from Arabic, which
means law and determination. It can be understood that the meaning of a fatwa
in the term is the answer to the explanation of the mufti regarding religious
questions or problems asked by someone or mustafti. The meaning of Qada in
terms is a legal decision from gadi regarding cases or events based on
arguments and evidence through mechanisms, the scope of gada is limited and
is binding and obligatory. 2) The brief similarity of both of them is both legal
products and determined based on the Quran and Hadith. First, the
fundamental difference between the two is that fatwas are not binding while
gada is binding/force. Second, that the scope of coverage of fatwas is wider
than gada. Fatwa application in Indonesia is more dominant than gada. 3) The
honesty of Fatwa and Qada can be seen from the existence of the arguments
which make it conducive, it is the arguments that position the fatwa and Qada
as two legal matters as part of Islamic law, especially Islamic justice.
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. PENDAHULUAN

Pada literatur-literatur peradilan tidak ditemukan secara
khusus pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara
fatwa dan gada.! Maka dalam rangka mengantisipasi dan
meminimalisir blunder pemahaman tersebut, tepatnya pada
konsep fatwa dan gada, perlu kiranya diadakan sosialiasi dan
edukasi kepada masyarakat dalam bentuk verbal dan non verbal.
Salah satunya melalui penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu artikel
pada jurnal.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan
mendasar yang menjadi pokok masalah, yaitu bagaimana
pengertian, persamaan dan perbedaan Fatwa dan Qada Serta
Implementasinya di Indonesia?

Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan,
memaparkan tentang makna dari Fatwa dan Qada, bagaimana
Persamaan dan Perbedaan Fatwa dan Qada Serta
Implementasinya di Indonesia dan untuk menjelaskan bagaimana
Kehujjahan Fatwa dan Qada.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis
penelitian adalah library research dan menggunakan metode
pendekatan fenomenologi dan normatif. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan
data pada penelitian ini yaitu, melalui editing, classifying,

verifying, analysing, dan concluding.

'Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 109.
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B. PEMBAHASAN
1. Makna Fatwa dan Qada
a. Fatwa dan gada menurut bahasa
Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, menurut al-Mu jam
al-Wastt, yaitu a5 5@ 5 Le a8l Bl ge JS4 Lee o)l 2 yang
berarti jawaban terhadap masalah syarak ataupun perundang-
undangan. Sedangkan menurut Lisan al- ‘Arab, yaitu 4l 4; i L
3 yang berarti apa yang difatwakan oleh seorang fakih. Adapun
kata Qada berasal dari bahasa Arab, menurut al-Mu jam al-
Wasit, yaitu Jd=is oSa* yang berarti hukum dan penyelesaian.
Sedangkan menurut Lisan al-‘Adrab, yaitu s, 5 yang berarti
hukum.
b. Fatwa menurut istilah
1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa fatwa
adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti

tentang suatu masalah.®

2Ibrahim Madkir, dkk., Mu jam al-Wasit (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah
al-Syuriiq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), h. 673.

3lbnu Manziir, Lisdn al-‘Arab, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), h.
3348.

4Tbrahim Madkiir, dkk., Mu’jam al-Wasit, h. 742.
Slbnu Manzir, Lisan al-‘Arab, Jilid 5, h. 3665.

b«Fatwa”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa (08 November 2020)..
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2) Taie Jl ol oo il Sall s A

Fatwa adalah penjelasan hukum syar’i terkait
permasalahan yang ditanyakan.

3) Bally pligl i Jaidl Say LAY s

Merupakan pemberitahuan mengenai hukum Allah pada
kejadian-kejadian (fakta) dengan dalil.

4) % Ols ASaY) e pSal Ul o Jpaad Wloa ikl 4y iy e

Lald Y 0S5

Apa yang disampaikan oleh seorang mufti sebagai
jawaban atas pertanyaan atau penjelasan atas hukum-hukum
(syariat) walaupun permasalahannya tidak bersifat spesifik.

5) a3l ass e Ve all sSay JLAY) ga s clY) Siaa (s il

Fatwa bermakna pemberian penjelasan hukum dalam
ranah syariat.

Maka berangkat dari definisi diatas, maka dapat dipahami
bahwa makna fatwa secara istilah adalah jawaban penjelasan dari
mufti mengenai pertanyaan atau masalah agama yang ditanyakan

oleh seseorang atau mustafti.

"*Abdullah bin Muhammad, al-Fatwa fi al-Syari’ah al-lslamiyyah,
Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 1429H), h. 28.

8<Abdullah bin Muhammad, al-Fatwa fi al-Syari’ah al-lslamiyyah,
Juz 1, h. 28.

9¢Abdullah bin Muhammad, al-Fatwa fi al-Syari’ah al-Islamiyyah,
Juz 1, h. 28.

Wlbrahim bin Miisa, Fatawa al-Imam al-Syatibi (Cet. 2; Tunis: t.p.,
1985M/1406H), h. 68.
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c. Qada menurut istilah
1) s pemie L4 di) g iy o samdl) (o 3lall Sl
Suatu hukum yang bersifat mengikat atu mengharuskan
kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan syariat Allah
dengan cara mekanisme khusus atau tertentu.
2) 12 oSay B (pasd On de el o b bl tculadl) JU
S
Qada secara syarak adalah (penyelesaian) perselisihan
antara dua yang berselisih atau lebih berdasarkan hukum Allah.
3) B a Geedie p3 AV s Lo pd el 1 aad) dudla Ay
i pall oSl sl Led Al Y 5l o2 e
Qada secara syara ialah wilayah atau kewenangan syariat
untuk orang-orang yang berwenang atau (secara singkat) ialah
hukum yang tersistem.
4) gl aSa bl le yd il e Gaepall sl B
o e 5l Ol g ) S dialall Wil gl 6 g Ul e ) ) 14
Qada secara syarak adalah Penyingkapan atau Penjelasan

hukum syarak pada kejadian-kejadian (fakta) dari masalah pada

HFahd bin Mahmid, Tarikh al-Qada (Madimah al-Munawarah:
Wizarah al-Ta’lim al-‘Aliy al-Jami’ah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-
Munawwarah, t.t.), h. 3.

2Nasr Farid Muhammad Wasil, al-Sulzah al-Qadaiyyah wa Nizam al-
Qada fi al-Islam (Cet: 2; Kairo: al-Maktabah al-Taufigiyyah, t.t.), h. 25.

3Nasr Faridd Muhammad Wasil, al-Sulzah al-Qadaiyyah wa Nizam al-
Qada 7 al-Islam, h. 25,

4Nasr Faridd Muhammad Wasil, al-Sulzah al-Qadaiyyah wa Nizam al-
Qada fi al-Islam, h. 25.
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kejadian-kejadian tertentu atau spesifik dengan hukum syarak
pada (kasus-kasus) tertentu atau lainnya.

5) 15, aSalls 3all Lulill G aSall g eliadl) 1 plall Canlia JU

das oo 4 U3 L

Qada adalah (penetapan) hukum diantara manusia secara
benar dan sesuai dengan hukum/ketentuan yang diturunkan Allah
(kepada nabi-Nya).

Maka berangkat dari definisi diatas, maka dapat dipahami
bahwa makna Qada secara istilah adalah keputusan hukum dari
gadi mengenai kasus atau kejadian berdasarkan dalil dan bukti
melalui mekanisme, cakupan gada terbatas dan bersifat mengikat
dan mengharuskan.

2. Persamaan dan perbedaan fatwa dan gada

Persamaan yang paling mendasar antara fatwa dan gadha
adalah:

a. Sama-sama hasil ijtihad yang berdasarkan Al-quran

dan al-hadis.

b. Sama-sama dalam wujud ketetapan hukum.

c. Keputusan yang ditetapkan sesuai badan resmi.

d. Keduanya menghasilkan suatu produk hukum. 16

Adapun perbedaan antara Qada dan fatwa adalah sebagai
berikut:

5 Nasr Farid Muhammad Wasil, al-Sulzah al-Qadaiyyah wa Nizam al-
Qada i al-Islam, h. 25.

®Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 109.
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a. Bahwasanya pengharusan ada pada Qada bukan
fatwa.

b. Bahwasanya cakupan fatwa lebih luas daripada
cakupan Qada.

c. Pengharusan atau sifat mengikat pada Qada secara
Agama dan otoritas, sebaliknya pada fatwa hanya
mengikat secara agama.

d. Bolehnya seorang mufti menerima hibah dan
sebaliknya tidak boleh bagi seorang kadi menerima
hibah kecuali jika dihadiahi hibah sebelum dia
diangkat menjadi seorang kadi.

e. Sumber atau landasan hukum seorang mufti adalah
dalil sedangkan kadi adalah dalil dan bukti.

f. Bahwasanya fatwa (mencakup) seluruh ranah syariah
sedangkan gada pada ranah perkara-perkara tertentu
berdasarkan perkara pengadilan dunia.

Referensi lain juga menyebutkan bahwa perbedaan yang

mendasar antara fatwa dan gada adalah sebagai berikut:

a. Fatwa adalah produk pribadi (bersifat tidak mengikat)
atau bisa nama atas lembaga, sedangkan gadha
produknya atas nama negara (bersifat mengikat).

b. Yang membuat gada (yakni hakim) diangkat oleh
negara, sedangkan yang membuat fatwa adalah mufti
(tidak diangkat oleh negara) dan berdasar atas

pengakuan masyarakat.
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C.

Mufti  boleh menolak perkara yang diajukan
kepadanya sedangkan gadha (yakni pengadilan) tidak
boleh menolak sekalipun undang-undang untuk
masalh tersebut belum ada.

Qada (putusan pengadilan) boleh dibatalkan perdailan
yang lebih tinggi, sedangkan fatwa tidak ada yang bisa
membatalkannya, sekalipun ulama yang lebih populer.
Fatwa dasarnya adalah ilmu, sedangkan qada
dasarnya adalah fakta.*”

Diantara perbedaan antara fatwa dan gada, untuk lebih

jelasnya berikut hal-hal yang terkait, yaitu:

a. Bahwasanya fatwa dibuat berdasarkan asas

kepercayaan atas orang yang meminta fatwa
sebagaimana apa yang disampaikan dari apa yang
dialaminya. Adapun gada diharuskan untuk melihat
atau memastikan kejadian tersebut dengan mekanisme
hukum dan validasi yang telah diatur.

Bahwasanya fatwa tidak ada pengharusan atau yang
mengikat persepsi dari seorang mufti adapun fatwa
hanya penjelasan untuk penerapan hukum terhadap
kejadian atau kasus, penerbitan/pengeluaran fatwa
dengan hukum keharaman, kebolehan atau lain
sebagainya. Adapun pada gada ada tambahan yaitu

pengharusan atau bersifat mengikat sebagaimana yang

"Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 109.
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ditetapkan oleh hakim dalam hukum pokok atau yang
bersifat menyeluruh.

c. Bahwasanya fatwa berlaku padanya hukum wajib,
haram, mubah, sunnah, makruh, sah, atau batal.
Adapun gada tidak berlaku padanya hukum sunnah
atau makruh, karena sunnah dan makruh mengandung
bersifat  anjuran  terhadap  perbuatan  atau
meninggalkan  secara  tidak mengikat atau
mengharuskan. Qada bersifat mengharuskan dan
mengikat.

d. Bahwasanya fatwa tercakup pada semua bidang ilmu
(syarak), pada akidah, ibadah, muamalah, dan lain
sebagainya. Adapun gada tidak demikian.

Maka dari perbedaan diatas dapat dipahami yaitu, Pertama
bahwa yang menjadi perbedaan mendasar dari keduanya bahwa
fatwa bersifat tidak mengikat sedangkan gada bersifat mengikat.
Kedua, bahwa ruang lingkup atau cakupan fatwa lebih luas
dibandingkan gada.

Selanjutnya jika fatwa dan gada, diperhatikan dengan
keadaan di Indonesia, maka keduanya telah diterapkan. Meskipun
penerapannya tidak seperti pada zaman nabi. Namun terkesan ada
usaha dalam maksimalisasi penerapan keduanya di Indonesia.
Hal ini terbukti, misalnya dengan penyusunan Kompilasi Hukum
Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ditetapkannya
perundang-undangan mengenai zakat, wakaf, dan lain

sebagainya. Selain itu, hadirnya Majelis Ulama Indonesia, tentu



Comparativa Vol. 3 No. 1, Januari - Juni 2022 10

menjadi nuansa tersendiri dalam maksimalisasi pengaplikasian
fatwa di Indonesia. Bahwa secara legal Majelis Ulama Indonesia
telah hadir di tengah-tengah ummat melalui fatwa-fatwa yang
telah banyak dilahirkan.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia, terdapat lembaga
fatwa, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdiri pada 26 Juli
1975 di Jakarta, MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat
yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia.
MUI bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum
Muslimin Indonesia. Pada khitah pengabdian MUI dirumuskan
lima fungsi dan peran utama lembaga ini, yaitu sebagai pewaris
tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya), pemberi fatwa (mufti),
pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al-ummah),
gerakan lIslah wa al-tajdid, serta sebagai penegak amar makruf
dan nahi munkar. Sejak didirikan hingga akhir tahun 1997, MUI
telah melahirkan 76 fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan
dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, sosial kemasyarakatan, serta status
halal makanan dan minuman. Seluruh fatwa tersebut juga
merupakan hasil ijtihad para ulama di MUI.8

Meski demikian, MUI bukan satu-satunya lembaga yang

melahirkan fatwa. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam,

18Afriza Hanifa, “Fatwa dalam Kilas Sejarah (4-habis)”, Republika
Online, 14 Februari 2014. https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/fatwa/14/02/12/n0vg4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis (09 Januari
2021).
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seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun berperan
melahirkan fatwa bagi masyarakat. Alhasil, tak jarang terjadi
perbedaan fatwa mengenai masalah tertentu. Tidak seperti di
banyak negara Islam, Indonesia belum memiliki lembaga resmi
yang berwenang melahirkan fatwa dan harus dipatuhi
masyarakat.®

Selanjutnya kembali pada penerapan fatwa dan gada di
Indonesia, bahwa fatwa dan gada adalah bagian dari hukum
Islam. Perjalanan penerapan hukum Islam di Indonesia, pidana
dan perdata, dapat dilihat sebelum kedatangan penjajah Belanda.
Sebelum kedatangan penjajah, hukum Islam telah hadir di
kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di
nusantara ini.?°

Pada awal kedatangan agama Islam, jika terjadi sengketa
termasuk masalah perkawinan diantara pemeluk agama Islam,
maka persoalan ini akan diserahkan kepada orang yang dianggap
ahli dalam hal ilmu agama Islam. Kemudian, pada saat ketika
telah hadirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, para ahli

agama lIslam yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa

Y Afriza Hanifa, “Fatwa dalam Kilas Sejarah (4-habis)”, Republika
Online, 14 Februari 2014. https://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/fatwa/14/02/12/n0vqg4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis (09 Januari
2021).

2Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Iimu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet. 10; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), h. 209.
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semacam itu secara formal diangkat oleh raja atau sultan.?* Maka
tentu diangkatnya mereka, dapat dipahami bahwa mereka
menjalankan fungsi gadi dan mufti. Hukum Islam, termasuk
fatwa dan gadha mendapat pelemahan. Hal ini bisa diperhatikan
bagaimana hukum Islam pidana dan perdata berusaha
dilemahkan. Diantara dengan hadirnya teori receptive oleh
Christian Snouck Hurgronje. Selanjutnya pada masa penjajahan
Jepang, hukum Islam mendapat perhatian yang lebih baik. Hal ini
terbukti dengan berdirinya Shumubu (Kantor Urusan Agama
Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri, mengizinkan
berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU. Dan
kebijakan lainnya. Kemudian setelah berakhirnya masa
penjajahan, maka hukum Islam pada masa orde lama, dapat
diperhatikan perhatian pemerintah terhadap hukum Islam,
tentunya fatwa dan gada termasuk didalamnya. Perhatian
pemerintah yang dimaksud dengan dimasukkan tujuh kata dalam
piagam Jakarta yang dimuat dalam dekrit presiden RI tahun
1959.22 Kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan
mengalami kemajuan yang berarti dengan formalisasi terhadap
hukum Islam, sebagai konsekuensi terpilihnya Pancasila sebagai

ideologi negara. Formalisasi hukum Islam dilakukan melalui

ZIMohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia, h. 221-222.

ZAndi  Herawati, “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang,”
Ash-Shahabah-Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, vol. 3 no. 1 (2017), h. 57.
https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183 (Diakses
09 Januari 2021).
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upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam regulasi
perundang-undangan.?® Masa reformasi yang penuh keterbukaan
turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam atas kenginan
mereka menegakkan syariat Islam. Perjuangan umat Islam dalam
penerapan hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat.
Usaha demi usaha terus digalakkan oleh seluruh lapisan
masyarakat hingga munculnya beberapa undang-undang dan
perda-perda yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Seperti UU
tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji, UU tentang Hukum Perbankan Syariah, begitu juga Perda
Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat, Perda Kewajiban
membaca al-Qur’an bagi siswa dan pengantin, Perda
Pemberantasan pelacuran dan lain-lain.?* Maka dengan
memperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa,
dapat dipahami bahwa ada usaha dalam menempatkan hukum
Islam sebagai sumber hukum, meskipun hukum perdata Islam
yang terlihat dominan dibandingkan dengan hukum pidana Islam
dari segi pengaplikasiaannya. Hal ini tertentu berbeda dengan
negara-negara Islam yang lain. Misalnya pada negara Arab Saudi.
Namun sekali lagi sebagaimana yang dapat dipahami dari fakta di

lapangan, bahwa ada usaha untuk penerapan keduanya.

BAndi  Herawati, “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA,; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang, vol.
3 no. 1 (2017), h. 57. https://journal-uim-
makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183 (Diakses 09 Januari 2021).

2Andi  Herawati, “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang, vol.
3 no. 1 (2017), h. 57. https://journal-uim-
makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183 (Diakses 09 Januari 2021).
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Disamping itu, tentu ada tantangan dalam pengaplikasian hukum
Islam, khususnya fatwa dan gada di Indonesia, salah satunya
yaitu kemajemukan masyarakat. Pada urusan fatwa, tentu
menjadi tantangan bagi MUI dan lembaga fatwa ormas Islam
secara khusus dalam melahirkan fatwa di tengah kemajemukan
masyarakat Indonesia.

Fatwa MUI berperan penting untuk menyatukan umat
Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat
sebagai produk transformasi sosial budaya. Meskipun kerap
melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Namun
kritik dan gesekan itu tidak sampai merusak kerukunan umat
beragama, bahkan menegaskan posisi umat Islam yang rahmatan
lil ‘alamin dengan pedoman hidupnya yang abadi yaitu al-Quran
dan Hadits dibanding paham-paham sosial dan keagamaan
lainnya.?

Perlu dipahami bahwa fatwa di Indonesia lebih bervariasi
pada sisi muatan dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara
Islam yang lain. Selain itu fatwa di Indonesia buktinya tidak
hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi

instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat. 28

BMuhammad Maulana Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI
dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” Millah-Jurnal Studi
Agama, vol. 17 no. 1 (2017), h. 149.
https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/10055 (Diakses 09 Januari 2021).

2Nijki Alma Febriana Fauzi, “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial,
Perkembangan dan Keberagamaan,” Jurnal Hukum Novelty, vol. 08 no. 1
(2017), h. 108. http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5524
(Diakses 09 Januari 2021).
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Di sisi lain gada di Indonesia mendapat perhatian, yaitu
dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengenai
penyetaraan kedudukan pengadilan agama dengan pengadilan
lainnya.?” Namun tetap saja urusan hukum Pidana bukan menjadi
bagian dari pengadilan agama.

Sejak masa pemerintah orde baru, fakta menunjukkan
adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menghadirkan
peradilan agama dalam konstalasi peradilan di Indonesia,
walaupun belum memuaskan.?®

Semua itu sejalan dengan kesadaran umat terhadap Islam.
Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan
Agama memiliki makna besar dalam pembentukan politik hukum
pemerintah. Dengan demikian semakin ummat berkomitmen
kepada Islam, semakin ummat sadar perlunya hukum islam untuk
dirinya, maka peradilan agama semakin tegak dan tegarlah pada
masa mendatang.?®

Maka dapat dipahami dari uraian diatas, bahwa
keberadaan Fatwa dan Qada dapat diperhatikan perbedaan

keduanya dari fungsinya. Namun fungsi keduanya belum bisa

2"Muhammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Iimu Hukum dan
Tata Hukum Negaradi Indonesia (Cet V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
1996), h 255.

BMuhyidin, “Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia,”Jurnal
Gema Keadilan, vol. 07 no. 1 (2020), h. 16.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233  (Diakses 09
Januari 2021).

ZMuhyidin, “Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia,”Jurnal
Gema Keadilan, vol. 07 no. 1 (2020), h. 17.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233  (Diakses 09
Januari 2021).
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berjalan maksimal di Indonesia dibandingkan dengan negara
Islam lainnya, misalnya Arab Saudi. Pengaplikasian fatwa di
Indonesia lebih dominan dibanding gada. Namun terlepas dari
pengaplikasian fungsi kedua hal pokok tersebut, perlu dipahami
bahwa hukum Islam masih tetap ada, walaupun tidak berlaku
secara utuh, hal ini dapat dilihat baik secara budaya (cultural)
maupun secara sosiologis bahwa Hukum Islam tidak pernah mati
akan tetapi Hukum Islam eksis dalam kehidupan Umat Islam
sejak Penjajahan baik penjajahan Belanda maupun pasca
kemerdekaan hingga sampai sekarang ini. Keberadaan hukum
Islam tentu tetap mencakup fatwa dan gada.
3. Kehujjahan fatwa dan gada
a. Kehujjahan fatwa

MRS RIS AR R B REi - PR AP

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad),
melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka;
maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui.*°

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah telah
memerintahkan untuk bertanya pada ulama, mereka adalah ulama

yang berfatwa dihadapan manusia dalam perkara-perkara syarak.

30Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan
Terjemah, h. 273.
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Telah bercerita kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah
mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari
[Ubaidullah bin ‘Abdullah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu
‘anhuma] bahwa Sa'ad bin 'Ubadah radliallahu ‘anhu meminta
fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya:
"Sesunguhnya ibuku meninggal dunia sedangkan dia punya
nadzar (yang belum ditunaikan) ". Maka Beliau bersabda:
"Tunaikanlah nadzarnya".*

Pada hadis ini kemudian bisa dipahami secara tekstual dan
kontekstual akan urgensi fatwa.

b. Kehujjahan gada

1545 1 G G ke 133 Tt b el 58 & s &
1o Bl S8 B 514y b Uans i (9 Il

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat.3

$IMuhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sakhih al-Bukhari (Cet. 1;
Dimasyq: Dar Ibnu Kasir, 2002M/1423H), h. 683.

82ce Hadits Bukhari Nomor 2555”, Tafsirg.
https://tafsirg.com/en/hadits/bukhari/2555 (08 November 2020).

33Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur’an dan
Terjemah, h. 88.
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Secara jelas ayat di atas menunjukkan akan perintah untuk
memutuskan perkara secara Adil dan tentunya sesuai dengan
hukum yang telah diatur dalam Agama ini, secara istilah inilah
yang lebih dikenal dengan Qada. Secara sekilas dapat dipahami
bahwa Qada tidak keliru jika disebut sebagai bagian dari Syar’u
man gablana, karena memang Qada adalah perkara yang telah
disyariatkan untuk umat-umat terdahulu dan sampai kemudian
umat Islam mendapatkan kewajiban tersebut.

2 G el g ) e {5 & AR s A 0 0 1 S WA
o walall g 5 e e G ol e amle 08 )L G A G a5 G
2 aSA) &1 13 ks el adle b e 0 Ok aate 431 aladl 5 5 j0e
&0 Ul el 13 E83as 08 A Al TAls agials s 135 oAl 4 Gl
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Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yazid]
Telah menceritakan kepada kami [Haiwah] telah menceritakan
kepadaku [Yazid bin Abdullah bin Hadi] dari [Muhammad bin
Ibrahim bin Harits] dari [Busr bin Sa'id] dari [Abu Qais] budak
Amru bin Ash, dari [Amru bin Ash], bahwa ia mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang
hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan benar dalam
berijtihad, maka baginya dua pahala. Dan jika ia memutuskan
suatu perkara, lalu ia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka
baginya satu pahala." Abdullah bin Ahmad berkata, "Saya

menceritakan hadits ini kepada [Abu Bakr bin Amru bin Hazm],

34Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Abi ‘Abdillah
Ahmad bin Hanbal, Juz 4 (Cet. 1; Bairat: Dar al-Fikr, 2009M/1429-1430H), h.
164.
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ia berkata, "Seperti inilah [Abu Salamah bin 'Abdurrahman]
menceritakan dari [Abu Hurairah]." %

Pada ketiga hadis diatas, dapat dipahami akan kehujjahan
Qada. Pembahasan Qada pada ketiga hadis diatas menunjukkan
dilegitimasinya Qada dalam Islam.

. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka
dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, menurut al-Mu jam
al-Wastt, yaitu 5@ 5 e il Blae e JS5 Lee Gl sall)
yang berarti jawaban terhadap apa yang menjadi masalah
syarak atau perundang-undangan. Adapun kata Qada
berasal dari bahasa Arab, menurut al-Mu jam al-Wastit,
yaitu Jd 5 »Sa yang berarti hukum dan penetapan. Dapat
dipahami bahwa makna fatwa secara istilah adalah
jawaban penjelasan dari mufti mengenai pertanyaan atau
masalah agama yang ditanyakan oleh seseorang atau
mustafti. Adapun makna Qada secara istilah adalah
keputusan hukum dari gadi mengenai kasus atau kejadian
berdasarkan dalil dan bukti melalui mekanisme, cakupan
gada terbatas dan bersifat mengikat dan mengharuskan.

2. Persamaan secara singkat dari keduanya adalah sama-
sama produk hukum dan ditetapkan berdasarkan Quran

dan Hadis. Pertama bahwa yang menjadi perbedaan

$5“Hadits Ahmad Nomor 171067, Tafsirg.
https://tafsirg.com/en/hadits/ahmad/17106 (08 November 2020).
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mendasar dari keduanya bahwa fatwa bersifat tidak
mengikat sedangkan gada bersifat mengikat/daya paksa.
Kedua, bahwa ruang lingkup atau cakupan fatwa lebih
luas dibandingkan gada. Adapun implementasi dari fatwa
dan gada dapat dilihat sejaun mana keduanya
difungsikan, bahwa fungsi keduanya belum bisa berjalan
maksimal di Indonesia dibandingkan dengan negara Islam
lainnya, misalnya Arab Saudi. Pengaplikasian fatwa di
Indonesia lebih dominan dibanding gada.

3. Kehujjahan dari Fatwa dan Qada dapat dilihat dari
keberadaan dalil yang mensyariatkan, dalil-dalil lah yang
memposisikan kehujjahan fatwa dan Qada sebagai dua
perkara yang legal sebagai bagian dari hukum Islam,

khususnya peradilan Islam.
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